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ABSTRAK 
 
         Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  (1) penerapan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 dalam memutus perkara pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat 
resmi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs. (2) pertanggungjawaban 
pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013  
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat kasus (case approach).  
         Hasil penelitian, (1) Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam 
perkara pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi, maka hakim dalam hal 
menjatuhkan berat ringannya pidana merujuk pada Putusan Nomor  96/Pid.Sus/2019/ 
PN.Bbs, ancaman hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b 
jo Pasal 12 huruf e. Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (2) 
Pertanggngjawaban atas perbuatan pidana dalam kasus memiliki hasil hutan kayu 
tanpa surat resmi merujuk pada Putusan Nomor  96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs pada 
prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur (a) orang perseorangan, (2) dengan sengaja 
mengangkut sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana penjara 1 (satu) 
tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 
penjara 1 (satu) bulan. Sanksi ini dinilai terlalu ringan sehingga tidak dapat mencapai 
tujuan pemidanaan. 
 
Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, hasil hutan tanpa surat resmi 
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ABSTRACT 
 
        This research aims to review (1) The application of Law No. 18 of year 2013 in 
the case of breaking criminal matter having wood forest result without official letter 
in verdict No. 96/Pid. Sus/2019/PN.Bbs. (2) Criminal liability has the result of 
timber forest without official letter under Law No. 18 of year 2013.  
        This type of research is a library research of data or materials needed to 
complete the research derived from the literature of both journal books, literature, 
books, research reports, and others related to the problem. The collection of data is 
obtained from a secondary legal material, a case approach.   
         The results of the research, (1) The application of law number 18 year 2013 in 
criminal case has the result of timber forest without official letter, then the judge in 
terms of dropping the weight of the criminal refers to the ruling No. 96/Pid. 
Sus/2019/PN. Bbs, the threat of its punishment as stipulated in article 83 paragraph 
(1) Letter B Jo Article 12 letter E. Law number 18 year 2013 on the prevention and 
Eradication of Forest destruction Jo Article 55 paragraph 1 to 1 KUHP. (2) 
Responsibility criminal acts in the case of having wood forest results without the 
official letter referring to the ruling No. 96/Pid. Sus/2019/PN. Bbs in principle have 
fulfilled the elements (a) of the individual, (2) intentionally transporting so that the 
concerned are subject to imprisonment of 1 (one) Year 2 (two) months and a penalty 
of Rp 500.000.000, 00 (five hundred million rupiah) because it has fulfilled the 
elements in article 3 Jo Article 18 paragraph (1) of Law No. 20 of 2001 on the 
eradication of corruption crimes with provisions if unpaid, it will be replaced by 
prison criminal 1 (one) month. This sanction is assessed as too mild that it cannot 
achieve the purpose of the pipetting. 
 
Keywords: criminal liability, forest results without a formal letter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
DAFTAR ISI 
       
 Hal 
HALAMAN JUDUL……………………………….....………………………….. i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....…..…………………………… ii 
HALAMAN PENGESAHAN..…………………………………………………… iii 
HALAMAN PERNYATAAN ..................................…………………………… iv 
HALAMAN ABSTRAK...........................................…………………………… v 
HALAMAN PERSEMBAHAN...………………………………………………… vii 
HALAMAN MOTTO……………...……………………………………………… viii 
KATA PENGANTAR………………..…………………………………………… ix 
DAFTAR ISI……………………………………………………………………… xi 
BAB  I    PENDAHULUAN……………………………………………………… 1 
                A. Latar Belakang Masalah..…………………………………………… 1 
                B. Perumusan Masalah         …....……………………………………… 4 
                C. Tujuan Penelitian ............................................……………………… 5 
                D. Manfaat Penelitian...........................................…………………… 5 
                E. Tinjauan Pustaka………..……………………………..…………… 6 
                F. Metode Penelitian………..……………………………..…………… 9 
                G. Sistematika Penulisan…..……………………………..…………… 13 
BAB  II   TINJAUAN KONSEPTUAL………………………………………… 14 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana....…………….………………........ 
1. Pengertian Tindak Pidana...................................................... 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.................................................... 
14 
15 
19 
 
 
12 
 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana....................................................... 
4. Pertanggungjawaban Pidana........................................................ 
21 
31 
                B. Tinjauan Tentang Hak Pengusahaan Hutan........................................  
1. Pengertian Hak Pengusahaan Hutan.............................................. 
2. Tatacara Permohonan Izin Hak Pengusahaan Hutan..................... 
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu................................ 
38 
38 
39 
44 
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………….…... 47 
A. Penerapan Pasal 83 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Memutus 
Perkara Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi 
Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs.............................. 
B. Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa 
Surat Resmi Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs 
 
 
 
49 
 
56 
BAB IV   PENUTUP………………………………………………….………....... 68 
                A. Simpulan……….……..…………………………………………... 68 
                B. Saran ……..……………………………..…………………………... 69 
DAFTAR PUSTAKA………………..…………………………………………..... 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  Masalah 
Sumber daya hutan di Indonesia memiliki manfaat yang sangat besar untuk 
dikembangkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan 
nasional. Potensi tersebut dilandasi oleh suatu fakta bahwa negara Indonesia 
dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas 
ketiga di dunia setelah Zaire dan Brazil. Hutan Indonesia juga terkenal dengan 
keberagaman ekosistemnya yang dimulai dengan hutan tropis dataran rendah,  
hutan tropis dataran tinggi, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau, 
dan jenis hutan lainnya. Hutan ini akan memberikan manfaatnya apabila disertai 
dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan yang berkesinambungan.1 
Seiring dengan perkembangan kehidupan  masyarakat  modern  dalam 
menghadapi  globalisasi  serta  adanya  proses  industrialisiasi  dan  modernisasi 
saat ini, cenderung menumbuhkan   perubahan   proses   sosial   dan   perilaku   
dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama 
industrialisasi bidang kehutanan telah berdampak besar pada aktivitas 
penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat 
yang berwenang semakin meningkat dan berjalan dengan sangat terbuka, 
transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari 
aktivitas pencurian kayu ini.   
                                                          
           1 Supriadi, Hukum, Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 
2010, hlm. 125 
1 
 
 
2 
 
Modus yang biasanya dilakukan biasanya melibatkan  banyak  pihak  dan  
secara  sistematis  dan  terorganisir.  Pada umumnya, mereka yang berperan 
dalam kasus ini adalah buruh (orang yang melakukan penebangan), pemodal, 
penyedia angkutan dan pengaman usaha (biasanya melibatkan oknum aparat 
seperti polisi dan TNI).   
Ketentuan tentang penebangan pohon di kawasan hutan yang merupakan 
suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 
78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 
diubah dalam aturan baru  yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Adapun mengenai Kerusakan Hutan 
yang terdapat pada pasal 12 huruf a – c yaitu : Setiap orang dilarang: (a) 
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 
izin pemanfaatan hutan; (b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; (c) 
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;   
Berdasarkan uraian pasal diatas tersebut maka setiap orang yang 
melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya.  
Sistem pertanggungjawaban pidana  dalam  hukum  pidana  Indonesia saat 
ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas 
dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Kesalahan terdiri 
dari kesengajaan dan kelalaian. Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, 
kesengajaan ada 3 (tiga)  bentuk  yaitu  sengaja  sebagai  maksud  atau tujuan,  
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sengaja  yang  berinsyaf kepastian, dan sengaja yang berinsyaf kemungkinan 
(dolus eventualis), sedangkan kelalaian ada 2 bentuk yaitu : kelalaian yang besar 
(culpa lata ) dan kelalaian yang tipis (culpa Levis).   
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 
telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah 
ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang 
terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya 
apabila tindakan tersebut   bersifat   melawan   hukum. 
Dalam penegakan hukum di bidang kehutanan terdapat tiga aspek yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, yaitu (1) 
substansi hukum yang diatur dan tercantum dalam Undang Undang No. 41 Tahun 
1999 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perudang-undangan lainnya 
yang berkaitan dengan hukum kehutanan; (2) struktur hukum, yakni aparat 
penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, maupun hakim (termasuk 
hakim Ad hoc), dan penasihat hukum. Apakah penegak hukum telah berkerja 
secara benar sesuai tugas dan wewenang masing serta berkoordinasi secara baik 
sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (integrited criminal justice 
system), dan (3) kultur hukum, yaitu berkaitan dengan peran serta masyarakat, 
baik perseorangan, kelompok sosial, organisasasi kemasyarakatan, LSM, dan 
perguruan tinggi dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. 
Salah satu kasus di wilayah Kabupaten Brebes terkait dengan perbuatan 
pidana di bidang kehutanan, yakni adanya seorang yang melakukan dan menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, 
menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilegkapi secara bersama 
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surat sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 83 ayat (1) 
huruf b jo. Pasal 55 huruf e undang undang Republik Indonesia Noot 18 tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Jo. Pasali 55 ayat 
(1) ke 1 KUHP. 
Kerugian materiil yang dialami oleh Perhutani Brebes akibat perbuatan 
terdakwa  Adam T bin D dan AS alias H bin S atas perbuatan menguasai, atau 
memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilegkapi secara bersama surat sahnya hasil 
hutan. Adapun ancaman pidana penjara berdasarkan  Undang Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan perusakan hutan, paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dengan denda pidana paling sedikit Rp. 
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua 
milyar lima ratus juta rupiah). 
Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 
terinspirasi untuk menetapkan judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana 
Memiliki Hasil Hutan Kayu tanpa Surat Resmi Berdasarkan Undang Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan”.  
   
B. Rumusan Masalah 
Masalah yang hendak dirumuskan dalam hubungannya dengan tindak pidana 
memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tindak pidana 
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memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi dalam Putusan Nomor 
96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs? 
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa 
surat resmi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengkaji penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tindak pidana 
memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi dalam Putusan Nomor 
96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs. 
2. Untuk mengkaji  pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa 
surat resmi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
             Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya tentang (a) pertanggungjawaban 
pidana, dan (b)  penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam 
penjatuhan sanksi tindak pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi 
(studi putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs.) 
2. Manfaat Praktis 
        Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami (a) 
pertanggungjawaban pidana, dan (b)  penerapan Undang-Undang Nomor 18 
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Tahun 2013 dalam penjatuhan sanksi tindak pidana memiliki hasil hutan kayu 
tanpa surat resmi (studi putusan nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs.) 
 
E. Tinjauan Pustaka 
         Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, 
tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian yang 
relevandengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, 
waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, analisis, dan kesimpulan.2 
Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan  tindak pidana kehutanan antara 
lain sebagai berikut. 
1. Indra Ch.R. Tihirang3  meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap 
Kejahatan Di Bidang Kehutanan, hasil penelitiannya adalah  pertama, 
Kejahatan di bidang kehutanan telah diatur dalam Pasal 78 Undang Undang 
No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, termasuk illegal logging. Hanya saja 
pengaturan mengenai kejahatan kehutanan tersebut masih terdapat beberapa 
kelemahan, yakni rumusan delik yang sangat sumir, belum bisa menyentuh 
pelaku yang bersifat korporasi, pelaku intelektual dan pembuktiannya belum 
memberikan akses untuk memeriksa rekening bank pelaku kejahatan di bidang 
kehutanan.  Kedua, proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan 
diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di lingkungan Kementeri-an atau Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat 
                                                          
            2 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Bandung. 2015. 
hlm.59 
3 Indra Ch.R. Tihirang3  Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan Lex 
Crimen Vol. II/No. 6/Oktober/2013 
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maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain 
yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang 
kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkata Laut. 
Dalam praktik kadangkala terjadi benturan kewenangan di antara para 
penyidik tersebut sehingga menjadikan kinerja penyidikan tidak berjalan 
dengan baik. Sedang proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan 
terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan secara umum dengan 
menggunakan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana.  Ketiga,  hambatan yang bersifat yuridis 
berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu 
rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan 
di bidang kehutanan, pembuktian yang sulit, ruang lingkup rumusan delik 
masih bersifat sempit, tidak diatur ganti kerugian ekologis, dan tidak dibentuk 
lemhaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan. hambatan non yuridisnya, 
lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pengaturan proses penyitaan yang 
diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya, keterbatasan sumber 
daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum terhadap 
kejahatan kehutanan.  
2. Hendro Kusmayadi, dkk4 Sarosa Hamongpranoto, dan Koesno Adi meneliti 
tentang “Penegakan Hukum dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana 
Peredaran Kayu Tanpa Izin di Wilayah Polres Berau”. Hasilnya adalah 
                                                          
           4Hendro Kusmayadi, dkk4 Sarosa Hamongpranoto, dan Koesno Adi meneliti tentang 
“Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin di 
Wilayah Polres Berau”. 
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pertama, bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu 
tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau adalah sebagai berikut: 
(a) Pelaku menggunakan cara dengan mengangkut kayu hasil penebangan 
secara ilegal dengan menyimpan di bawah tumpukan kayu rakyat; (b) Kayu-
kayu yang sudah ditebang secara ilegal, kemudian dibuat kayu 
blambangan/bantalan dan diangkut dengan kendaraan truk dan memasang 
jaringan di setiap jalan untuk memantau patroli/razia dari petugas kepolisian; 
(c) Pengangkutan kayu dilakukan pada waktu dini hari sampai menjelang 
subuh; (d) Pelaku selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian apakah pihak Kepolisian akan melakukan patroli atau tidak; (e) 
Pelaku menggunakan dokumen dari wilayah kabupaten lain pada saat 
melakukan pengangkutan kayu; (f) Pelaku menggunakan dokumen yang sudah 
mati atau dengan mengikuti dokumen perusahaan yang sudah berjalan; (g) 
cukong memberikan ongkos kepada masyarakat sekitar hutan untuk 
melakukan penebangan kayu di hutan yang kemudian hasil kayu tersebut 
diambil oleh cukong (pemberi dana) dengan dibeli secara murah; (h) 
Memberikan upeti kepada oknum petugas setempat; (i) Dalam melakukan 
pengangkutan kayu dari hutan sampai ke pinggir laut dengan menggunakan 
sarana mobil truk; (j) Kayu tebangan secara ilegal diambil di areal KBK 
maupun areal KBNK; (k) Kayu diambil di areal clearing perkebunan yang 
tidak diambil oleh perusahaan.  Kedua, penyelesaian terhadap kasus-kasus 
penebangan pohon secara ilegal dilakukan dengan cara diawali dengan 
penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, 
penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan 
 
 
9 
 
tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. Setelah selesainya proses 
penyidikan (tahap II) selanjutnya adalah kegiatan penyidik akan langsung 
melimpahkan tahanan beserta barang bukti kepada Kejaksaan. 
         Ketiga, upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan 
menanggulangi penebangan pohon secara ilegal diantaranya adalah: a. 
Preemtif, 1) Dengan mengajak Dinas/Instansi terkait dalam mensosialisasikan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat 
2) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penebangan 
pohon secara ilegal 3) Pemasangan tanda-tanda larangan menebang pohon di 
kawasan hutan b. Preventif 1) Satreskrim bersama dengan jajaran Polsek, Sat 
Shabara, Sat Lantas dan dinas terkait melakukan giat operasi/patroli gabungan 
di daerah yang rawan akan terjadinya illegal logging. 2) Menanam jaringan 
untuk memberikan informasi adanya penebangan pohon secara Ilegal 3) 
Mengadakan pelatihan Kadarkum terhadap RT, Kepala Desa, Linmas dan 
masyarakat untuk bersamasama mengerti dan memahami amanat Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. c. Represif, Melakukan 
penegakan hukum terhadap para pelaku illegal logging dengan melakukan 
penangkapan pelaku illegal logging sehingga menimbulkan efek jera. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
             Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 
tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, literature, buku, 
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laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti yakni penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tindak pidana 
memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi (studi putusan nomor 
96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs.) 
       Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 
sekunder.5  Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
         Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari (a) 
norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang Undang Dasar 1945, 
(b) peraturan dasar, mencakup batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 dan 
Ketetapan-ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat, (c) Peraturan 
perundang-undangan, (d) bahan hukum yang tidak dikodidikasikan seperti 
hukum adat, (e) yurisprudensi, (f) traktat, (g) bahan hukum dari zaman 
penjajahan yang masih berlaku seperti kitab undang-undang hukum pidana 
(KUHP) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 
hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tertier yakni 
bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 
                                                          
             5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Ibid. hlm. 12 
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primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif 
dan seterusnya6.   
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.7   Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), artinya penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti kasus hukum dengan pencarian bahan 
pustaka yang berkaitan pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu 
tanpa surat resmi berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013. 
3. Sumber Data 
         Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Tahun 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Kerusakan Hutan yang 
                                                          
            6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit hlm 13 
           7 Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
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5) Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Bbs 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
        Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
sesuatu.8 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
studi dokumen atau bahan pustaka.   
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.9        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata, gambar, 
rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 
oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
                                                          
8 Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum. Yogjakarta. Gama Press. 2009. hlm.151 
9 Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.280 
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G. Sistematika Penulisan 
          Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut: 
          Bab I Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat 
penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) sistematika 
penulisan.  
           Bab  II Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan 
umum tindak pidana, (b) tindak pidana kehutanan. 
           Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) penerapan 
pasal 83 undang undang nomor 18 Tahun 2013 dalam memutus perkara pidana 
memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi (Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ 
PN.Bbs), (b) pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat 
resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, 
           Bab  IV   Penutup,  dalam bab ini  berisi (a) simpulan dan (b) saran. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana 
         Dinamika hukum dapat dilihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi 
pidana melalui pencantuman bab tentang ketentuan pidana pada bagian akhir 
kebanyakan produk peraturan perundang-undangan.10 Dalam kontek hukum 
pidana, Van Bemellen, secara ekspkisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, 
yakni hukum pidana materill dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil 
terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang dapat 
diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara 
pidana seharusnya dilakukan  dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan 
pada kesempatan itu.11  
        Andi Zaenal Abidin mengartikan hukum pidana,  bahwa sebagian besar 
kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat (hukum) publik, sebagian lagi 
bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi yang 
istimewa karena sifatnya yang keras yang melebihi sanksi bidang hukum lain, 
berdiri sendiri, dan kadangkala mencioptakan kaidah baru yang sidat dan 
tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.12  
 
                                                          
10 Teguh Prasetyo, kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung:  Nusa Media,  2010. hlm. 44 
11 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,  hlm.2 
12 A. Zaenal   Abidin  Farid, Hukum Pidana I Cetakan kedua, Jakarta: Dinar Grafika. Tahun 
2007,  hlm. 7 
14 
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1. Pengertian Tindak Pidana 
 
        Kejahatan dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana 
diistilahkan dengan ‘tindak pidana’ yaitu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu 
harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu 
perbuatan yang sudah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi jika dilakukan 
oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu pelaku tidak 
dapat dipidana.13  
        Moelyatno mengatakan bahwa ‘pidana’ merupakan istilah yang lebih 
khusus, sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang 
dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.14   Tindak pidana 
merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di 
Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu 
tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak 
berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang 
berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud 
mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum 
yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut 
dapat dijatuhi hukuman.             
          Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
                                                          
           13 Muhammad Yamin. Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia, 2012,  hlm.63 
            14 Mahrus Ali, op cit hlm.186. 
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suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian 
yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.15  
        Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam16.  
         Menurut Simons, strafbaarfeit yang dikutip oleh P.A..F. Lamintang 
mengatakan bahwa: "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum". J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman 
Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia, memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian, yaitu:  
a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
                                                          
15 Bambang Poernomo. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan keempat, 
2003. Hlm58   
16 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,  
1990, hlm.67   
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b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.17  
        Pada umumnya di dalam hukum pidana perumusan mengenai tindak 
pidana dijabarkan sebagai berikut (a) suatu perbuatan manusia yang dalam ini 
hal meliputi kejahatan pelanggan, termasuk juga pengabadian (mengabaikan) 
dan kelalaian, (b) perbuatan tersebut di larang dan diancam dengan hukuman 
atau sanksi, (c) perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.18   
Pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:  
a. Simons  
             Perumusan feit atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur : 
perbuatan manusia (mislijke handelingen). Dalam handelingen yang 
dimaksudkan tidak hanya een doen (perbuatan) tetapi juga een nelaten 
(mengabaikan).Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan 
perbuatan tersebut.19  
b. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
                                                          
           17 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: 
PT.Pradnya Paramita, 1994, hlm.15-16 
           18 Chairul Huda. Dari  tindak  pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggujawaban 
tanpa kesalahan. Kencana. Jakarta. 2008. hlm 12 
19 Muhammad Yamin, op cit hlm.64 
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yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.20   
c. Wiryono Projodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana adalah  suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya 
ini dapat dikatakan ‘subjek’ tindak pidana. Berdasarkan pendapat tersebut, 
suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu : 
1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia 
2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kemauan, maksud, dan kesadaran 
3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-
jawabkan menurut hukum.21   
       Dengan demikian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan 
perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat 
seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi 
unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan 
rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan 
hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. 
Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 
Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai 
tindakan penghukuman. 
                                                          
20 Moelyatno.Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum. Jakarta: Bina Aksara, 
1984,hlm.16  
21 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Megenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm 75 
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
         Penjabaran mengenai suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-
unsurnya, maka akan ditemui suatu perbuatan dan tindakan manusia, dengan 
tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh 
undang-undang. Jika diteliti peraturan undang-undang di Indonesia seperti 
KUHP tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana, melainkan tiap-tiap 
pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak 
pidana yang berbeda bahkan ada yang menyabutnya sebagai kualifikasi tindak 
pidana.  
         Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas dua sudut pandang, 
setidaknya dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Secara teoritis 
artinya berdasarkan pendapat para ahli hkum, yang tercermin pada bunyi 
rumusannya. Sementara itu, sudut undangundang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljatno, unsur tindak 
pidana adalah : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).22 
         Dari sudut pandang undang-undang buku II KUHP memuat rumusan-
rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. 
                                                          
22Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-
teori,Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana),Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  2011, hlm. 
79 
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Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui 
adanya 11 unsur tindak pidana yaitu : 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
          Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang 
terdiri dari unsur subjektif dan objektif. 
Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 
b. Suatu percobaan (poging); 
c. Macam-macam maksud (oogmerk); 
d. Merencanakan terlenih dahulu (voorbedachteraad); 
e. Perasaan takut (fress). 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid); 
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b. Kualitas dari si pelaku.23  
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
        Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau 
mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang 
mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya 
dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak 
pidana kedalam dua (2) kelompok besar yaiitu dalam buku kedua dan ketiga 
masing-masing manjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.24  Tindak 
pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : 
a. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten). 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten). 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/postif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) 
dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu 
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 
                                                          
23 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2007, hlmn.193 
           24 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana,Yogjakarta:  Rangkang Education,  2012, hlm.28 
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f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. 
g. Dilihat dari sudut sibjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
komunia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 
tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualiitas 
pribadi tertentu). 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan 
antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan 
(klacht delicten). 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak 
pidana yang diperberat (gequalificeerde deicten) dan tindak pidana yang 
diperingan (gepriviligieerde dellicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, 
tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap 
kesusilaan dan lain sebagainya.  
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 
antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 
berangkai (samangestelde delicten).25  
                                                          
25Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelel, Pidana,Tindak pidana,Teori-teori, 
Pemidanaan & Batas berlakunya hukum pidana), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 
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          Di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi tindak 
pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu 
menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok 
dan pidana tambahan.Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok 
dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana pokok terdiri dari : 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
e. Pidana tutupan 
Pidana tambahan terdiri dari : 
a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
c. Pidana pengumuman putusan hakim 
Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut : 
a. Pidana Pokok 
b. Pidana mati 
          Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu Pasal 
9 Wetboek va Strafrecht (W.v.S) Nederland, yang pada pidana pokok tidak 
terdapat pidana mati, sudah dihapuskan dengan undangundang tanggal 17 
September sejak tahun 1870, staastblad 162. Akan tetapi pidana mati 
kembali dicakupkan kedalam hukum pidana Belanda, khususnya pada 
pelaku delik-delik tertentu (kejahatan perang, pengkhianatan dan lain-lain). 
Kemudian berdasarkan amandemen undang-undang dasar yang 
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diberlakukan tanggal 17 Februari 1983 ditetapkan pidana mati tidak dapat 
lagi dijatuhkan. 
c. Pidana penjara 
       Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan 
bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya 
menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti 
menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) 
dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib 
untuk tunduk, dan menaati dan menjalankan semua tata tertib yang berlaku. 
Kedua jenis pidana ini nampaknya sama, tetapi sesungguhnya berbeda jauh. 
Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan 
terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai berlaku 
KUHP.Sebelum tangal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja 
paksa di luar atau di dalam rantai.  
        Ada beberapa system pidana penjara, yaitu :Pensylvania system, 
Auburn system, dan Progressive system.Pidana penjara bervariasi dari 
penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur 
hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) 
tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun. 
d. Pidana kurungan 
       Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan 
kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan 
daripada pidana penjara. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya 
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mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodian honesta untuk 
delik-delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa 
(kelalaian) dan beberapa delik delus, seperti perkelahian satu lawan satu 
(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Yang kedua 
sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik 
pelanggaran.  
Ketentuan-ketentuian pidana kurungan adalah sebagai berikut: 
1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka 
mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat 
tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). 
2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi 
lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP). 
3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun, namun 
maksimum boleh satu tahun empat bulan. Dalam hal ini terjadi 
pemberatan pidana, karena perbarengan atau karena ketentuan Pasal 52 
atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP). 
4) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana 
masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana 
kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP). 
5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya 
terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan. 
Lamannya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan 
selama-lamanya adalah satu tahun.Akan tetapi lamanya pidana tersebut 
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dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi 
samenloop¸recidive dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. 
e. Pidana denda 
         Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) 
baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri.Begitu 
juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, 
pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana 
kurungan.Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan jarang sekali diancam 
dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun 
berdiri sendiri. 
f. Pidana tutupan 
          Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui 
UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang 
melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 
pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak 
dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah 
sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih 
tepat.Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu 
untuk melaksanakan Undang Undang  Republik Indonesia Nomor . 20 
Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.  
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       Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah 
tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 
Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta 
fasilitasfasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya 
dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5, Pasal 36 ayat 1 dan 3, Pasal 37 
ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus 
lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak 
merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut. 
        Dari ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1984 tersebut, 
dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendaptkan 
fasilitas dari pada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang 
dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara. 
Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut 
dihormati.Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 PP ini, tampaknya pidana 
tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara 
juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yangd dapat dipidana tutupan 
hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh 
maksud yang patut dihormati.Sayangnya dalam undang-undang itu maupun 
PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut 
dihormati itu.Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan sepenuhnya 
kepada hakim. 
g. Pidana Tambahan 
          Pengaturan mengenai pidana tambahan pada prinsipnya tidak dapat 
dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya 
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hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.Pidana 
tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. 
1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
       Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut.Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak 
ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal  (a) tidak 
bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim; (b) 
tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 
undang-undang dengan suatu putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan 
pidana pencabutan hak tertentu bila diberi wewenang oleh undang-
undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana bersangkutan. 
     2) Pidana perampasan barang-barang tertentu 
        Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya 
dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para 
kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai 
politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya 
untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS 
Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang 
tercantum dalam Pasal 39. Adapun barang-barang yang dapat dirampas 
menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP , antara lain: a) Benda-benda 
kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu; 
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b) benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk 
melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan 
terpidana untuk membunuh.  
         Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 
barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 
untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang 
tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis 
(pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 
275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, 
surat dagang). Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila 
barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk 
dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada 
saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu 
diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak 
dilakukan sita. 
3) Pidana pengumuman putusan hakim 
         Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain 
dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang 
telah diatur di dalam Pasal 127 (dalam masa perang menjalankan tipu 
muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau 
Angkatan Darat), 204, 205 (Menjual barang yang berbahaya), 359, 360 
(menyebabkan mati atau luka karena kealpaan), 372, 374, 375, 378, dan 
seterusnya tentang Penggelapan, serta Pasal 396 dan seterusnya 
(perbuatan merugikan pemiutang).  
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       Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan 
yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka 
keputusan tersebut batal demi hukum.Hal ini berbeda dengan 
pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana.  
        Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi 
ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk 
menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 
kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 
ditanggung terpidana. Adapun penjatuhan pidana tambahan ini 
mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat 
bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk 
kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga 
membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak 
pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah 
diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak 
pidana yang sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau 
perusahaan manapun atau apabila orang ingin berhubungan dengan 
terpidana setelah selesai menjalankan pidananya.  
         Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 
bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa 
alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang melakukan 
tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana, dan 
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bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara 
luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. 
4.  Pertanggungjawaban Pidana 
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 
           Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 
yangterjadi atau tidak.26 Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian 
yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau 
terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif dan 
subyektif, penilaian secara obyektif berhubungan dengan pembuat dengan 
norma hukum yang dilanggarnya.  
        Pada akhirnya, secara obyektif pembuat dinilai sebagai orang yang 
dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai 
moralitas, pembuat yang melanggar  nilai-nilai  moralitas  patut  untuk  
dicela  sedangkan  penilaian  secara subjektif dilakukan terhadap pembuat 
bahwa keadaan-keadaan psychologis tertentu yang telah melanggar 
moralitas patut dicela atau tidak dicela.27  
       Selain uraian yang disebut diatas ada beberapa sarjana telah 
mengemukakan beberpa pendapat tentang pengertian pertanggungjawaban 
                                                          
26 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal.73. 
27 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, 2016, 
hal. 14.  
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pidana diantaranya adalah: 
1) Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan 
Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan 
sebagai diteruskannya celaan  yang  objektif  yang  ada  pada  
perbuatan  pidana  dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat 
dipidana kerena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang  merupakan  suatu  
perbuatan  yang  dilarang.  Sedangkan  maksud celaan subjektif 
menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang 
tadi.28 
2) Menurut Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan 
Mahrus Ali, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah 
pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 
Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah  tindak pidana 
yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 
ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.29 
3) Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus 
Ali, bahwa   pertanggungjawaban   pidana   adalah   pertanggung-
jawaban   yang dimintai kepada seorang yang telah terbukti melakukan 
perbuatan yang dilarang.30 
 
                                                          
28 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 
2015, hal 21 
29 Ibid, hal 21  
30 Ibid, hal 22 
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4) Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda, berpendapat 
bahwa pertanggungjawaban  ini  bias  bersumber  dari  ‘  actus  reus’  
baik  berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-
kadang disebu sebagai “direct command responsibility”)maupun atas 
dasar kelalaian yang bersifat omisionis (culpable omissions).31 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 
telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsurnya 
yang  telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi 
suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
mempertanggung-jawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat 
melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau (alasan pembenar). 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu 
bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidana.Jadi 
meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-
undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat 
penjatuhan pidana.Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk 
penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai 
kesalahan atau bersalah dan harus cakap dalam bertindak, yang dimaksud 
dalam cakap bertindak yaitu dewasa menurut KUHP dan jiwanya tidak 
sedang terganggu.  
        Pertanggungjawaban pidana dalam  common law  system  selalu  
dikaitkan dengan mens  rea  dan  pemidanaan (punisment). Pertanggung-
                                                          
31 Chairul    Huda,    Dari    Tiada    Pidana    Tanpa    Kesalahan    Menuju    Kepada    Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, 2013, hal 33 
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jawaan pidana mempunyai  hubungan  dengan  kemasyarakatan,  hubungan  
tersebut adalah  pertanggungjawaban  pidana mempunyai funsi. Fungsi 
pertanggungjawaban pidana mempunyai data penjatuhan  pidana, sehingga 
dapat dijadikan sebagai control social agar didalam masyarakat tidak 
terjaadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah 
sebagai sarana pencegah, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan 
terhadap individu tetapi juga sebagai  pencegahan terhadap masyarakat 
yang bersifat umum (general deterrence). Pertanggungjawaban pidana 
merupakan metode preventif dari hukum pidana. 
b. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 
         Didalam Pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggung-
jawaban pidana dalam buku II dan III, masih rancu sehingga dalam 
membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. 
Menurut  teori  dualistis  unsur  pertanggungjawaban pidana  adalah 
kesalahan. Kesalahan sebagai mens rea harus dipisahkan dengan tindak 
pidana, yang mana tindak pidana merupakan tindak pidana.32 
       Menurut uraian pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para 
sarjana di atas  dengan  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  unsur-unsur  
pertanggung jawaban pidana ialah sebagai berikut :  
1) Kesalahan 
Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat 
dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan dagium atau 
                                                          
32 Ibid. hal 15 
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mazim.33 “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Adagium tersebut 
mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani  
pertanggungjawaban  pidana  (criminal  liability)  dengan  dijatuhu  
sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam 
melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang hukum pidana 
merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan 
tidak sengaja.34  
Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:35 
a) Adanya  kemampuan  bertanggungjawab  pada  sipelaku,  dalam  
arti  jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal; 
b) Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik 
yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa);  
c) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. 
2) Mampu Bertanggungjawab 
Kemampuan bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang 
yang   diperlukan   dalam   menjatuhkan   pidana,   bukan   hal   untuk   
terjadinya   tindak pidana.36 Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak 
perlu dipersoalkan tentang apakahterdapat kemampuan bertanggung-
jawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab.Terjadinya tindak pidana 
tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya.Akan tetapi, 
ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk 
                                                          
33 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, 
hal 32 
34 Ibid, hal 33 
35 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal 82 
36 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 146 
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menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, 
barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan 
bertanggungjawab, dan harus dibuktikan untuk tidak dipidananya 
terhadap pembuat tindak pidana. KUHP Indonesia saat ini tidak ada 
rumusan tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 
ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan  kapan  seseorang  
tidak  mampu  bertanggungjawab  agar  tidak  dipidana, artinya 
merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan 
bertanggungjawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap mampu 
bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak 
terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 44 
KUHP. 
c) Sifat Melawan Hukum 
Sifat melawan hukum dalam Bahasa Belanda adalah wederrechtelijk 
(weder =bertentangan dengan, melawan; recht = hukum).37 dalam 
menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembuat Undang-undang 
menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis.tanpa 
unsure ini rumusan Undang-undang akan terlampau luas. Kadang-
kadang  dimasukkan  dalam  rumusan  delik,  yaitu  dalam  rumusan  
delik culpa.
 
Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang 
penting dalam hukum pidana disamping asas legalitas.Ajaran ini terdiri 
dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil.Ajaran sifat 
                                                          
37 Teguh Prasetyo, Op.Cit, hal 67 
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melawan hukum yang materil dalam hukum pidana Indonesia terdapat 
hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat.Meskipun demikian pengakuan 
dan penerapan ajaran sifat melawan hukum yang materil baru dilakukan 
pada tahun 1965 dan implikasi jauh adalah lolosnya para koruptor karena 
telah membayar unsure kerugian Negara dalam perkara korupsi.Dalam 
perkembangannya, ajaran sifat melawan hukum ini kemudian 
diformalkan keudukannya dalam perundang-undangan seperti  Undang-
undang N0  31  Tahun  1999  da  Rancangan KUHP. 
c. Cara Menentukan Pertanggungjawaban Pidana 
Menurut  Ashworth  dan  Horder,  hubungan  antara  perbuatan  
dengan  suatu tindak pidana, serta hubungan anatara perbuatan dengan 
kesalahan mempunyai tingakatan yang sama dalam menentukan 
pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang dkaitkan dengan perbuatan 
sebagai suatu tindak pidana adalah untuk menentukan tingkat tindak pidana 
atau kejahatan yang dilakukan yang menentukan berat atau ringannya 
penjatuhan pidana. Cara perbuatan itu dilakukan akan menentukan berat 
atau ringannya pertanggungjawawaban pidana kepada pembuat termasuk 
dalam hubungannya dengan pemidanaan. Dalam pandangan ini kesalahan 
merupakan suatu nilai moralitas dari pembuat, yaitu dengan melihat 
cara tindakpidana yang dilakukan oleh pembuat akan menentukan moralitas 
pembuat. Penialian tentang  pertanggungjawaban  pidana  dilakukan  secara  
normatif  tanpa  melihat keadaan psychology atau mental pembuat.
 
Ditinjau   
dari   teori   moral   dalam   menentukan   kesalahan   sebagai   unsur 
pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari pada sisi perbuatan 
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yang salah dan   merupakan   kesalahan   pada   pembuatnya   (mens   rea)   
dalam   bentuknya kesengajaan dan kealpaan, juga termasuk melihat 
keadaan mental (mental State) pembuat sebagai orang yang mampu 
bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Atas teori ini, 
seoran hakim menilai ada atau tidak adanya kesalahan bukan hanya 
berdasarkan keadaan mental pembuat, tetapi berdasarkan adanya pengaruh 
dari luar pembuat pidana yang mempengaruhi mental pembuat.  
Suatu kesalahan mensyaratkan adanya mens rea  yang bersifat 
psychologis, dengan adanya kesesatan(mistake) pembuat tidak 
dipertanggungjawabkan. Kesesatan (mistake) psychologis, yang merupakan 
dasar untuk memenentukan tidak dipertanggungjawabkan tindak pidana-
tindak pidana yang memerlukan mens rea. 
 
B. Tinjauan Tentang  Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 
1. Pengertian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 
         Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya disebut HPH) adalah hak untuk 
mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-
kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan 
dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan 
menurut ketentuan- ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian 
hutan dan asas perusahaan.38
 
Hak pengusahaan hutan diatur dalam Pasal 13 
                                                          
38 Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2009, hal 124 
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dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 
Kehutanan (selanjutnya disebut UUPK). Dalam UUPK pengertian hak 
pengusahaan hutan tidak disebutkan secara limitatif.  Menurut  Pasal  14  
UUPK  pengusahaan  hutan  itu  terdiri  dari  beberapa bentuk : 
a. Pengusahaan dengan bentuk swakelolah (seperti yang dilaksanakan oleh 
Perum Perhutani) 
b.  pengusahaan yang dilakukan oleh BUMN dan Swasta melauli Pemberian 
hak. 
c. Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang Hak pengusahaan hutan dan 
pemungutan hasil hutan telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan, 
yaitu: 
d. Peraturan   pemerintah   Nomor   22   Tahun1967   tentang   iuran   dan   
hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan sebgaimana telah 
diperbaharui dengan 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980. 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun1970 tentang hak penguasahaan 
hutan dan pemungutan hasil hutan, sebagaimana telah diubah dengan 
Perturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975. 
g. Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan 
2. Tata Cara Permohonan Izin Hak Pengusahaan Hutan 
Tata cara dan syarat permohonan izin hak pengusahaan hutan diatur 
dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 
P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, 
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Industry Pada Hutan 
Produksi. 
a. Pasal 5 
1) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM              
dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati / 
Walikota, dengan dilengkapi: 
a) Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMS, BUMN, BUMD dari 
instansi yang berwenang; 
b) Nomor Pokok  Wajib Pajak (NPWP); 
c) Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan 
kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan / atau di 
Kabupaten/Kota; areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 
1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh 
ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon dibawah 
10.000 (sepuluh  ribu) hektar beserta electronic file shp; 
d) Rekomendasi   dari   Gubernur   kepada   Menteri   yang   berisi   
informasi tentang tata ruang wilayah Propinsi atas areal yang 
dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan 
Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin 
Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: 
(1) peta skala 1 : 50.000; dan 
(2) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di  
dalam areal yang dimohon; 
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(3) proposal teknis, berisi antara lain  
(a) Kondisi umum areal dan sosial ekonomi dan budaya 
masyarakat      setempat pada areal yang dimohon; 
(b) kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk 
dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan     
peraturan perundang-undangan; dan 
(c) maksud dantujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur 
yang diusahakan, organisasi / tata laksana, rencana investasi, 
pembiayaan /cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan. 
2) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1),  disampaikan  
melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (PTSPBKPM) secara Online. 
b.  Pasal 6 
1) Dalam   hal   rekomendasi   dari   Gubernur   sebagaimana   dimaksud   
dalam Pasal 5 ayat (1)  huruf e, tidak diterbitkan dalam jangka  waktu 21 
(dua  puluh  satu) hari  kalender  sejak  diajukan  permohonan, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) memproses permohonan izin. 
2) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan bukti permohonan 
rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai 
pemenuhan kelengkapan persyaratan. 
3) Dalam hal suatu Provinsi telah membentuk badan pelayanan perizinan         
terpadu, rekomendasi dari Gubernur dapat diterbitkan oleh badan 
pelayanan perizinan terpadu. 
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c.  Pasal 7 
1) Kepala BKPM dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja melakukan 
pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan pada 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Liaison Officer). 
2) Dalam    hal    permohonan    tidak    memenuhi    kelengkapan    
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas permohonan 
dikembalikan. 
3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Liaison Officer meneruskan permohonan kepada 
Sekretaris Jenderal untuk  disampaikan kepada Direktur  Jenderal dalam  
jangka  waktu  1 (satu) hari kerja. 
4) Direktur Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya       
melakukan VerifikasiTeknis, Penelaahan Areal   dan Peta serta Penilaian 
Proposal Teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dan  
menyampaikan  hasil penilaian kepada Direktur  Jenderal untuk  
diteruskan  kepada Sekretaris Jenderal. 
5 ) Sekretaris      Jenderal      dalam      jangka      waktu      1      (satu) hari      
kerja menyampaikan hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta 
serta Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4) 
kepada  Kepala BKPM. 
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proposal teknis sebagaimana   
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 
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d. Pasal 8 
1) Dalam hal hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal dan Peta serta 
Penilaian ProposalTeknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (5) 
tidak lulus,KepalaBKPMdalam jangka waktu 5(lima) hari kerja 
menerbitkan surat penolakan permohonan izin. 
2) Dalam hal   hasil Verifikasi Teknis, Penelaahan Areal   dan Peta   serta   
Penilaian Proposal Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) 
dinyatakan lulus, Kepala BKPM atas nama Menteri menetapkan calon 
pemegang izin dalamj angka waktu 5 (lima) hari kerja dengan 
menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip, yang berisi perintah untuk : 
a)  menyusun  dan   menyampaikan  dokumen  AMDAL  dan   Izin 
Lingkunganuntuk  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  
Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan; 
b)  menyusun dan menyampaikan AMDAL atau Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya  Pemantauan   Lingkungan      Hidup 
(UKL–UPL) dan Izin Lingkungan (IL) untuk Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam 
Hutan  Tanaman  pada  Hutan  Produksi  (IUPHHK-HTI)  sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 
c)  menyusun UKL dan UPL dan Il untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam  hutan   alam (IUPHHK-
RE) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
d)  membuat koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja 
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yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit PelaksanaTeknis 
(UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan. 
e. Pasal 9 
Pemenuhan atas perintah dalam Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) 
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8 ayat  (2),  disampaikan kepada  
BKPM  (Liaison  Officer) berupa: 
1) Ijin Lingkungan (IL) beserta dokumen AMDAL atau IL beserta 
dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui atau disahkan dari pejabat 
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, 
huruf b dan huruf c; dan 
2) berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap 
calon areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d. 
f.  Pasal 10 
1) Kewajiban pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a dan huruf b, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 
(seratus lima puluh) hari kalender. 
2. Dalam  hal  pemohon  tidak  menyelesaikan  kewajiban  pemenuhan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SuratPersetujuan Prinsip 
(RATTUSIP) batal dengan sendirinya dan Kepala BKP Matasnama 
Menteri membuat surat pemberitahuan pembatalan Surat Persetujuan 
Prinsip (RATTUSIP). 
     3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi 
dapat dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari 
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pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Pemanfaatan hasil hutan 
kayu dalam hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih 
sistem silvukultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan 
lingkungnnya.
 
Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam pada 
hutan produksi meliputi kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan 
ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran 
satwa, pelepasliaran flora dan fauna.  
Permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam 
pada hutan produksi dapat diajukan kepada Menteri Kehutanan dan Izin 
dikeluarkan Oleh Menteri Kehutanan Atas rekomendasi Gubernur yang telah 
mendapat pertimbangan dari Bupati atau wali kota. Permohonan izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan produksi, untuk pemohon 
perseorangan tidak diperbolehkan, permohonan izin pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada hutan produksi dapat berupa perseroan terbatas yang bebadan 
hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing
 
Persyaratan permohonan terdiri atas sebagai berikut : 
a. Untuk  perorangan  harus  berbentuk  CV  atau  Firma  dan  dilengkapi  
akta pendirian. 
b. Akta  pendirian  koperasi,  dan  badan  usaha  milik  swasta  Indonesia  
beserta perbuhan-perubahannya yang disahkan oleh instansi yang 
berwenang. 
c. Surat Izin usaha dari instansi yang berwenang 
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
e. Pernyataan yang dibuata dihadapan notaris, yang menyatakan kesediaan 
 
 
46 
 
untuk membuka kantor cabang di Provinsi, Kabupaten atau Kota. 
f. Rencana yang dimohonkan dengan dilampiri peta skala minimal 1: 
100.000 untuk  luas  diatas  100.000  hektar  atau  skala  1:50.000  untuk  
luas  dibawah 100.000 hektar. 
g. Rekomendasi dari gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-
kurangnya skala 1:100.000, dengan didasarkan pada : 
1) Pertimbangan bupati atau walikota yang didasarkan pada pertimbangan 
teknis kepala dinas kehutanan kabupaten atau kota, bahwa areal yang 
dimaksud tidak dibebani hak-hak lain. 
2) Analisis fungsi kawasan hutan dari kepala dinas kehutanan provinsi dan 
kepala balai  pemantapan  kawasan  hutan,  yang  berisi  fungsi  kawasan  
hutan  yang sesuai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Pasal 83 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Tindak Pidana 
Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi dalam Putusan Nomor 
96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs. 
         Pada dasarnya yang menjadi dasar penerapan Pasal 83 Undang Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan  
dalam memutus perkara pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi, maka 
hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak 
pidana tersebut adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa 
yang telah disebutkan sebagai tindak pidana illegal logging dalam Undang 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  
         Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi 
unsur- unsur yang dilarang undang- undang. Apabila unsur- unsur yang terdapat 
dalam pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka hakim akan memberikan 
putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa. Sedangkan hakim harus 
mempertimbangkan faktor- faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah 
terdakwa benar- benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah 
terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dilakukan 
dengan perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan 
perbuatan dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak. Kemudian diperhatikan 
pula kepentingan masyarakat.   
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1. Kepemilikan Kayu Hasil Penebangan Liar 
        Kepemilikan kayu hasil penebangan liar diatur dalam Pasal 12 huruf d, 
dan huruf e Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Isi Pasal ini terdapat dua bentuk 
kepemilikan yang diatur yakni: 
a. Pasal 12 huruf d, melarang setiap orang memuat, membongkar, 
mengeluarkan, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin.  Isi Pasal 12 huruf d dapat terlihat pengaturan mengenai 
kepemilikan hasil penebangan di kawasan hutan. Pasal 12 huruf e, melarang 
setiap orang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Ada 
perbedaan kedua Pasal yakni Pasal 12 huruf d, mengatur tentang perbuatan 
yang dilakukan dengan posisi berada di kawasan hutan memiliki hasil 
penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Dalam pengertian yang 
dipersempit, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan di kawasan hutan dan 
tanpa memiliki izin.  
         Sementara untuk Pasal 12 huruf e, mengatur tentang perbuatan yang 
dilakukan dengan memiliki hasil hutan berupa kayu, yang tidak disertai 
secara bersamaan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, serta tanpa 
penyebutan mengenai tempat harus dilakukannya perbuatan tersebut.  
Secara khusus Pasal 12 huruf e, lebih menyeluruh mengatur tentang 
kepemilikan hasil hutan kayu.  
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2. Posisi Kasus  
a.  Kronologis Singkat 
       2 (dua) orang terdakwa AT bin D dan AS alias H bin S yang 
selanjutnya disebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didakwa melakukan tindak 
pidana dengan sengaja  ”yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan 
yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut,  
menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat sahnya hasil hutan”  bahwa mereka terdakwa AT bin D 
bersama dengan terdakwa AS alias H bin S.  
        Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masuk pada bulan Maret 
tahun 2019, bertempat di jalan raya Bantarkawung, Salem masuk Dk. 
Secang Ds. Terlaya Kec. Bantarkawung Kab. Brebes, atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa 
perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e), 
perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut :   
         Terdakwa 1 dari rumah ke Ds. Pengarasan Kec. Bantarkawung Kab. 
Brebes dengan tujuan mengangkut 19 (sembilan belas) batang kayu jenis 
sonokeling yang dibeli dari Sdr. W. Truk yang digunakan untuk mengangkut 
sonokeling setelah Terdakwa 1  menghubungi Terdakwa 2  untuk 
mengangkut 19 (sembilan belas) kayu tersebut.   
        Terdakwa 1 menawarkan upah untuk mengangkut kayu  kepada 
Terdakwa 2 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 
terhadap penawaran tersebut maka Terdakwa 2  menyanggupi.   
        Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa 1 sampai dilokasi 
tebangan, Terdakwa 1 didatangi oleh Sdr. A (DPO) dan menawarkan kayu 
jenis sonokeling sejumlah 67 (enam puluh tujuh) batang dengan harga Rp. 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saat itu Terdakwa 1  hanya 
mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. A tidak 
mempermasalahkan kekurangan pembayarannya yang selanjutnya Terdakwa 
1  dan Sdr. A sepakat untuk melaksanakan jual beli  67 (enam puluh tujuh) 
batang kayu sonokeling berbentuk glondongan dengan jumlah kubikasi 4,14 
m3 dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dilokasi tebangan, lalu 
Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 dan Sdr. A (DPO) menuju ke pinggir 
sungai lokasi kayu jenis sonokeling milik Sdr. A  (DPO)  yang Terdakwa  2 
beli berada. Sesampainya dilokasi dimaksud lalu Terdakwa 2 AS alias H bin 
S tinggal bersama Sdr. A (DPO) untuk mengangkut 67 (enam puluh tujuh) 
batang kayu sonokeling berbentuk glondongan dengan jumlah kubikasi 4,14 
m3 tersebut sedangkan Terdakwa 1  pergi menuju ke lokasi sebelumnya.     
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        Di tengah perjalanan Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 untuk 
melalui Jalan di Kecamatan Salem dimana Terdakwa 2 lalu bertanya kepada 
Terdakwa 1 apa alasannya harus melalui jalan di Kecamatan Salem, 
kemudian Terdakwa 2 menyampaikan bahwa 67 (enam puluh tujuh) batang 
kayu sonokeling berbentuk glondongan dengan jumlah kubikasi 4,14 m3 
yang mereka bawa tidak ada surat-suratnya, lalu Terdakwa 2 yang 
mengetahui bahwa 67 (enam puluh tujuh) batang kayu sonokeling berbentuk 
glondongan dengan jumlah kubikasi 4,14 m3 tersebut tidak ada surat-
suratnya tetap saja melajukan 1 (satu) unit KBM Truk Toyota Dyna Long 
4.000 WU340R, warna merah, tahun 2003, NoPol : R-1411-HD ke tempat 
tujuan dengan harapan agar memperoleh upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu 
juta lima ratus ribu rupiah),  
b . P ada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wib di jalan 
raya Bantarkawung, Salem Kab.Brebes Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 
diberhentikan oleh saksi DR bin KM, saksi DKP. Bin S, dan saksi S AG bin 
WS selaku petugas dari Polres Brebes dan menanyakan kelengkapan 
dokumennya dari kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 
tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumennya lalu Terdakwa 1 dan 
Terdakwa 2 dibawa oleh p a r a  saksi beserta Kbm dan muatan kayu ke 
Polres Brebes.  
c.  Akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut pihak perhutani 
mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.313.570,-  (sembilan juta tiga 
ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah ) kerugian tersebut 
ditentukan berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani No. 664/KPTS/DIR 
/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Tarif  untuk Menentukan Kerugian 
Akibat dari Kejahatan dan atau Pelanggaran terhadap Hutan dan Hasil Hutan 
atau sekitar jumlah tersebut.            
d.  Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 
Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
3. Sanksi Pidana 
      Sanksi pidana yang terhadap ketentuan kepemilikan hasil hutan ini diatur 
dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu :  
a. Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, 
mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan 
di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d.  
b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 12 huruf d yaitu : 
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1) Orang perseorangan 
        Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan 
perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan 
atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dalam persidangan 
terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah Adams Tri bin 
Dimhuri dan Alip Solihin alias Heru bin Sukardi, orang pribadi yang 
beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut 
umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / error in persona      
a) Dengan sengaja 
Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengangkut, menguasai atau 
memiliki adalah unsur yang  bersifat alternatif maka apabila salah 
unsur terpenuhi maka majelis tidak akan mempertimbangkan unsur 
lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan 
sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya.  
b) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut 
Kayu-kayu yang diangkut oleh para terdakwa sebagaimana fakta 
sebanyak 6 glondong terbukti kayu sonokeling hutan, yang dilihat 
dari ciri-ciri kayu dan telah dilakukan penelitian bahwa kayu tersebut 
benar kayu yang hilang dari petak 133 F dan 134 B masuk desa 
Pangarasan kecamatan Bantarkawung kabupaten Brebes, sehingga 
kayu-kayu tersebut adalah hasil hutan, sehingga memenuhi unsur 
sebagaimana tersebut di atas. Kayu tersebut sudah dimuat ke dalam 
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truk yang dikendarai oleh para terdakwa akan dibawa ke wilayah 
kebumen (proses pengangkutan) dengan kendaraan Truk Toyota, 
warna merah 2003 Nopol R.1411.HD  
         Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai 
dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e.  Unsur –unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 
12 huruf e, yaitu: 
a) Orang perseorangan 
b) Dengan sengaja 
c) Mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki 
d) Hasil hutan kayu 
e) Yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan  
Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka pelaku dapat dipidana  
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000.000,00 (dua miliar 
lima ratus juta rupiah).   
       Dalam isi Pasal 12 huruf d dan huruf e tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan hasil hutan kayu merupakan salah satu 
dari beberapa tindak pidana dalam bidang kehutanan yang diatur dalam 
Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan mengenai kepemilikan hasil 
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hutan kayu dan disertai dengan sanksinya yang cukup jelas sebagaimana 
yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).  
       Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan 
pemberantasan berada pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat 
dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau koorporasi yang 
memperoleh izin pemanfaatan hutan. Pemberantasan hanya dapat 
dilakukan oleh negara yang termanifestasi dalam kewenangan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  
        Pemberantasan perusakan hutan dalam hal ini termasuk kepemilikan 
hasil hutan kayu, dilakukan dengan cara menindak secara hukum dengan 
tegas pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun 
yang terkait lainnya. Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan 
dalam penegakannya yaitu perkara perusakan hutan harus didahulukan 
dari perkara lain untuk diajukan ke siding pengadilan guna penyelesaian 
secepatnya.   
       Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II 
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) 
dulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar 
denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.         
Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu 
lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan 
memberatkan pidananya. Hal-hal yang meringankan (1) para terdakwa 
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mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi 
lagi perbuatannya, (2) para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 
Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak 
mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan 
dan pelestarian lingkungan hidup. 
          Berdasarkan Keterangan Ahli,  bahwa kayu yang berasal dari hutan 
apabila akan diangkut harus melangkapi dokumen yang sah, yaitu 
DK/304/304B (Dokumen angkutan dari petak tebangan ke tempat 
penimbunan kayu/TPK) dan SKS HHK (Surat keterangan sahnya hasil 
hutan kayu) yang mana surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Perhutani 
atau Pejabat yang dituntuk dan untuk kayu dari warga harus diserta 
dengan dokumen nota angkutan dengan melampirkan buktu kepemilikan 
tanah dan sebagaimana fakta terdakwa Adams dan terdakwa Alip Solihin 
dalam mengankut kayu-kayu tersebut hanya bisa menunjukkan nota 
angkutan untuk 19 Glondong kayu kampung. Sedangkan 67 Glondong 
kayu hutan tidak dapat ditujukkan dokumen-dokumennya oleh para 
terdakwa sehingga memenuhi unsur mengangkut hasil hutan kayu yang 
tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan. Dengan 
demikian menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan telah terpenuhi. 
          Selain hal tersebut, hakim harus memberikan keputusan yang sesuai 
dengan undang- undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai- nilai yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk memperjelas 
dan memperkuat serta mendukung uraian dari bab- bab sebelumnya, maka 
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dalam bab ini penulis  menyajikan data hasil penelitian yang selanjutnya 
dianalisa untuk memperoleh kesimpulan.  Adapun data hasil penelitian adalah 
sebagai berikut : 
    4. Dakwaan Penuntut Umum 
         Menyatakan terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan 
sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan”sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang- 
undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
    5. Tuntutan 
Tuntutan Pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim yang merupakan 
pendapat dari penuntut umum adalah sebagai berikut : 
a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana 
penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan 
dengan lamanya terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah 
agar terdakwa tetap ditahan . 
b. Membebankan kepada terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membayar denda 
masing- masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 
1 (satu) bulan Kurungan  
c. Memohon agar ditentukan status dari barang-barang bukti berupa : 
d. Menyatakan barang bukti berupa : 
 
 
56 
 
1) 1 (satu) unit Kbm truck merk Toyota warna merah tahun 2003 No.Pol.: 
R-1411- HD Noka.: MHFC1JU4030006128 Nosin.: W04DJJ15369 
STNK an. SUHARTONO alamat Joho Rt.01/02 Bawang Banjarnegara 
berikut STNK dan kunci kontak. 
2) 67 (enam puluh tujuh) batang kayu jenis sonokeling berbentuk 
glondongan dengan ukuran panjang rata-rata + 1 meter sampai 2 meter 
dengan jumlah kubikasi 4,140 m3. 
Barang bukti huruf a dan huruf b dirampas untuk negara 
3) 19 (sembilan belas) batang kayu jenis sonokeling kampung berbentuk 
glondongan dengan ukuran panjang rata-rata + 1 meter sampai 2 meter 
dikembalikan kepada terdakwa 1  
a) 1 (satu) lembar terpal warna biru dirampas untuk dimusnahkan . 
b) Membebankan kepada terdakwa 1 dan terdakawa 2 untuk membayar 
biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
B. Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi 
dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs. 
         Pertanggungjawaban pidana dalam konteks hukum tidak bisa terlepas dari 
perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa 
terlebih dahulu orang tersebut melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu: (a) 
adanya kemampuan bertanggungjawab, (b) mempunyai suatu bentuk kesalahan 
yang berupa kesengajaan atau kealpaan, (c) tidak adanya alasan penghapus 
kesalahan (alasan pemaaf).    
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         Dalam perspektif hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak, 
yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek 
hukum. Subjek hukum saat ini telah terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan 
badan hukum (recht persoon). ‘Setiap orang’  dalam perspektif Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
diartikan sebagai orang-perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan 
perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau 
berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.  
        Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah 
menentukan pertanggung-jawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku 
apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang 
berbeda. Berbeda dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang hanya 
menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya.  
          Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi 
hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman 
hukuman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut adalah 
alasan penghapus pidana menurut undang undang (KUHP) dan alasan penghapus 
pidana yang diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembenar maupun 
sebagai alasan pemaaf.    
         Bertolak dari asas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana 
seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (strict 
liability atau absolute liability). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya 
penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran strict 
liability atau vicorius liability. Dimana ajaran ini lebih menitikberatkan pada actus 
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reus (perbuatan yang dilarang) tanpa memper-timbangkan adanya kesalahan.  
          Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki 
alasan penghapus kesalahan. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
terdapat beberapa pengecualian yang menjadi alasan penghapus pidananya. 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan memiliki alasan penghapus pidana yaitu  Pasal 11 ayat (3).   
         Pasal 11 menjelaskan perbuatan perusakan hutan yang meliputi kegiatan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang 
dilakukan secara terorganisasi. Kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di 
dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak termasuk di dalam kelompok orang 
yang dimaksud dalam ayat (2).    
         Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan 
hutan disebut masyarakat setempat yang merupakan kesatuan komunitas sosial 
berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, 
keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam 
wadah kelembagaan.  
         Undang-undang ini membedakan masyarakat setempat dengan masyarakat 
adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait 
dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan 
perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan 
hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan 
Peraturan Daerah.  
         Penetapan pasal ini, secara khusus orang-orang yang memenuhi syarat 
(masyarakat setempat) tidak dapat dipidana. Alasan ini dikategorikan sebagai 
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alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin dari pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatannya telah memenuhi 
unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, 
sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus. Untuk 
masyarakat setempat yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan 
konservasi dan hutan lindung, harus mendapatkan izin dari pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   
          Pasal 13 ayat (1) merumuskan penebangan pohon kawasan hutan secara 
tidak sah dengan radius dan jarak tertentu dari tepi waduk atau danau, dari tepi 
mata air, sungai di daerah rawa, anak sungai, tepi jurang dan tepi pantai. Tetapi 
penebangan pohon dapat dilakukan dalam kawasan hutan seperti pada ayat (1) 
apabila mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat 
izin khusus dari Menteri. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak 
dapat dihindari adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada 
masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang 
sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, 
pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara 
lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah 
kawasan hutan.  Orang-orang yang melakukan penebangan pohon sebagaimana 
dimaksudkan dalam ayat (1) tetapi telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk 
melakukan kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana ayat (2) tidak dapat 
dihukum. Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu 
dibenarkan oleh izin khusus dari Menteri. Perbuatannya telah memenuhi unsur 
delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, 
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sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus.  
         Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kesalahan pada manusia 
sebagai subjek hukum,  baru dapat  dinilai apakah ada atau tidak,  jika terlebih 
dahulu dapat dipastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat. Hal ini 
menjadi syarat internal kesalahan. Syarat internal ini umumnya dalam literatur 
dipahami bahwa pembuat mampu bertanggungjawab.  
        Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam putusan perkara nomor 
96/Pid.sus/2019/PN.Bbs sebagai berikut :  
1. Menyatakan Terdakwa I AT bin D dan Terdakwa II AS alias H bin S tersebut 
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sahnya 
hasil hutan”; 
2. Menjatuhkan pidana  kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu 
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) dulan 
dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan; 
          Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya sebagai 
upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik 
dari keadaan yang sekarang ini. Pemidanaan adalah bukan semata-mata 
sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat. 
          Pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi 
merujuk pada Putusan Nomor  96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs, secara hukum 
berdasarkan putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Orang perseorangan dengan 
sengaja mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang 
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tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” 
sebagaimana yang diancam dan diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 
12 huruf e. Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta 
mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil 
hutan.  Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II  dengan pidana 
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda 
sejumlah  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila 
para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan.   
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh sebagai berikut: 
a. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dalam 
persidangan yakni menggunakan dakwaan tunggal, yang artinya bahwa 
tidak ada kemungkinan untuk melanggar Pasal lain, selain dari pada Pasal 
yang telah didakwakan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e;  
b. Setelah melihat keterangan terdakwa dan para saksi  yang tidak lain adalah 
yang menemani terdakwa pada saat melakukan tindak pidana bahwa 
terdakwa berangkat dari rumahnya ke dearah Batu licin untuk membeli kayu 
ulin olahan dari masyarakat setempat. Terdakwa mengakui bahwa dia 
mengetahui kayu-kayu yang dibelinya tersebut bukan merupakan kayu yang 
memiliki surat-surat atau dokumen resmi. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa perbuatan pertama yang dilakukan terdakwa adalah membeli kayu 
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dengan tujuan untuk memasarkan dan setelah dilihat dari keterangan-
keterangan yang disampaikan terdakwa maupun keterangan para saksi maka 
ketentuan Pasal yang seharusnya lebih tepat diancam atas perbuatan 
terdakwa adalah Pasal 12 huruf l jo Pasal 87 ayat (1) huruf b. Pasal 12 huruf 
l yang berbunyi, “melarang setiap orang membeli, memasarkan, dan/ atau 
mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah”. Pasal 87 ayat (1) huruf b berbunyi: “Orang 
perseorangan dengan sengaja membeli, memasarkan dan/ atau mengolah 
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l”.  
c. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar 
lima ratus juta rupiah).  
       Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak 
pidana yang dipenuhi terdakwa bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang 
perseorangan” adalah barang siapa saja atau semua orang yang tunduk pada 
Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan 
pidana atau dipidanakan. Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 
sampai Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan 
setiap orang adalah pelaku/terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung 
jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu 
bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya 
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secara hukum, subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga 
negara Indonesia.  
       Sipelaku atau terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatannya dalam 
keadaan sehat baik jasamani maupun rohaninya dan mampu bertanggung 
jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada 
peraturan atau Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 
Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para 
saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan 
dipersidangan. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke -1 
“orang perseorangan” telah terpenuhi. 
         Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 
Bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah kegiatan atau proses yang 
dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan 
bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan 
hasil hutan dari alat angkut. Bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah 
berkuasa atau memegang kekuasaan atas menggunakan kuasa atau 
pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini adalah kayu). Pengertian kesengajaan 
adalah melaksanakan sesuatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan 
untuk berbuat atau bertindak.  
Unsur memiliki, bahwa yang dimaksud “unsur memiliki” adalah melakukan 
perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu 
apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dipergunakan sendiri 
ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung 
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pada kemauannya. Unsur hasil hutan kayu, bahwa yang dimaksud dengan 
“hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, 
kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Surat 
keterangan sahnya hasil hutan, bahwa yang dimaksud dengan “surat 
keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen-dokumen yang merupakan 
bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam piñata usahaan 
hasil hutan.  
        Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan 
para saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan 
di persidangan maka diperoleh fakta hukum. Bahwa benar pada Pada hari 
Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu tertentu yang masuk pada bulan Maret tahun 2019, 
bertempat di jalan raya Bantarkawung, Salem masuk Dk. Secang Ds. Terlaya 
Kec. Bantarkawung Kab. Brebes Terdakwa 1  dan Sdr. A sepakat untuk 
melaksanakan jual beli  67 (enam puluh tujuh) batang kayu sonokeling 
berbentuk glondongan dengan jumlah kubikasi 4,14 m3 dan Truk Toyota Dyna 
Long 4.000 WU340R, warna merah, tahun 2003, NoPol : R-1411-HD   
       Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 
01.00 wib di jalan raya Bantarkawung, Salem Kab.Brebes Terdakwa 1 dan 
Terdakwa 2 diberhentikan oleh saksi DR bin KM, saksi DKP. Bin S, dan saksi 
S AG bin WS selaku petugas dari Polres Brebes dan menanyakan kelengkapan 
dokumennya dari kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 
tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumennya lalu Terdakwa 1 dan 
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Terdakwa 2 dibawa oleh para saksi beserta Kbm dan muatan kayu ke Polres 
Brebes.  
        Bahwa benar terdakwa telah mengetahui tentang larangan memanfaatkan 
hutan tanpa ijin melalui penyuluhan hukum di kesatuan terdakwa. Dengan 
demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke -2 “dengan sengaja 
mengangkut, menguasai atau memiliki yang tidak dilengkapi secara bersama 
surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi. Tidak uraikannya unsur 
“dengan sengaja” apakah telah dipenuhi oleh sebagaimana yang terdapat 
dalam Pasal 12 huruf e. Dalam pertimbangannya hakim menggabungkan 
unsur perbuatan “dengan sengaja mengagkut, menguasai, atau memiliki”, dan 
juga tidak menguraikannya apakah telah terpenuhi atau tidak. Semestinya 
unsur dengan sengaja merupakan sebuah unsur yang berdiri sendiri, 
dikarenakan apabila unsur dengan saja tidak terpenuhi pelaku tindak pidana 
tidak dapat dipidana dengan Pasal tersebut atau unsur perbuatan tidak sengaja 
terpenuhi, melainkan karena kelalaian maka Pasal yang didakwakan tentu 
berbeda.  
       Unsur “kesengajaan” tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 18 
Tahun 2013 tersebut yang seharusnya diuraikan hakim yaitu; bahwa yang 
dimaksud “denga sengaja” adalah bahwa orang yang melakukan dalam hal ini 
memiliki atau mengangkut kayu hasil hutan) mengetahui dengan sebenar-
benarnya bahwa kayu yang diangkut atau dimiliki tidak mempunyai surat  
keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen yang sah. Sehingga jika tidak 
mengetahui akan hal itu, maka orang yang melakukan dalam hal ini terdakwa 
tidak dapat dikenakana hukuman.  
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     Pengertian kesengajaan yang dirumuskan oleh Satocid Kartanegara, yaitu 
sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau 
tidak.39  Oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa kesengajaan itu 
secara alternatif dapat ditujukan pada tiga elemen perbuatan pidana sehingga 
terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengjaan terhadap akibat dan 
kesengjaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.40122 Maka 
pada bagian ini seharusnya hakim menjelaskan unsur “kesengjaan” terpisah 
dari unsur-unsur yang lainnya, apakah terdakwa I telah memenuhi unsur 
kesengajaan dalam perbuatannya tersebut harus disampaikan hakim dengan 
jelas dalam pertimbangannya. Hal ini dikarenakan apabila unsur kesengajaan 
sebagai salah satu unsur dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa 
tidak dapat dipidana dengan Pasal tersebut. 
              Berdasarkan rendahnya sanksi pidana yang diberikan apabila melihat 
di dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 2 (dua) bulan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan pidana denda 
sebesar Rp 5.00.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dengan substitusi 1 (satu) 
bulan penjara, jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang 
menuntut dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 
bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta apabila 
dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU 
No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
                                                          
39 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2000, 
h. 183 
40 Bambang Poernomo, Op. Cit, h. 85 
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dengan perbuatannya dihukum penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5  (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah); maka besar kemungkinan tidak berfungsinya hukum dalam rangka 
untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan penjatuhan 
sanksi yang cenderung ringan sehingga belum dapat dijadikan harapan untuk 
memberikan efek jera apalagi sebagai ancaman terhadap orang-orang yang 
berniat untuk melakukan tindak pidana kepemilkan hasil hutan kayu.  
Perbuatan memiliki hasil hutan kayu ini merupakan salah satu bentuk yang 
dapat menimbulkan kekacauan ketertiban dalam masyarakat. Ditinjau dari 
akibat kejahatan dalam bidang kehutanan memiliki dampak yang sangat besar 
terlepas dari dampak ekonomi, yakni seperti kerusakan lingkungan, tanah 
longsor, banjir bandang yang tidak hanya menganggu eksositem mahluk hidup 
yang ada didalamnya akan tetapi juga mengganggu kelangsungan hidup 
manusia yang bermukim disekitar hutan tersebut. Hal ini belum termasuk hutan 
merupakan paru-paru dunia, ditengah era globalisai saat ini dengan banyak 
pabrik-pabrik yang mencemari udara tentu sangat dibutuhkan sumber udara 
yang bersih yang hanya bisa diperoleh dari sumber daya hutan. Sehingga sudah 
sepantasnya pelaku kejahatan dalam bidang kehutanan diberikan sanksi yang 
tegas yang tentunya diharapkan tidak hanya berdampak bagi sipelaku tetapi 
untuk setiap orang yang rawan dalam melakukan kejahatan kehutanan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
        Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi, 
setidaknya dapat disimpulkan antara lain : 
1. Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya dalam hal memiliki hasil hutan 
kayu tanpa memiliki surat resmi, terdapat pada Pasal 83 (1) huruf b jo Pasal 
12 huruf e. Dikaitkan dengan Putusan Nomor  96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs, 
terdapat keterangan tentang alat-akat bukti, saksi, saksi ahli, bukti surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa. Di samping itu Hakim dalam putusan 
tersebut menetapkan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur (a) orang 
perseorangan, (b) dengan sengaja mengangkut sehingga yang bersangkutan 
dikenakan sanksi pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II  dengan pidana 
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda 
sejumlah  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan 
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.  
2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam perkara memiliki hasil 
hutan kayu tanpa surat resmi, karena dilakukan oleh beberapa orang, maka 
putusan hakim tidak hanya berdasar pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 
huruf e. Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
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pemberantasan Perusakan Hutan, namun berdasar pula pada Pasal 55 ayat 1 ke 
1 KUHP yang berbunyi ‘mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan perbuatan (memiliki hasil hutan kayu tanpa 
surat resmi).  
 
B. Saran 
     Beberapa saran atas perbuatan pidana mengenai kepemilikan kayu hasil hutan 
tanpa disertai surat-surat  yang sah antara lain : 
1. Sumber daya hutan dalam dalam kelangsungan kehidupan masyarakat bukan 
seolah untuk kepentingan ekonomi semata, akan tetapi juga termasuk untuk 
keseimbangan lingkungan dan fungsi sosial. Sehingga kejahatan dalam bidang 
kehutanan merupakan perbuatan yang seharusnya diberi sanksi yang sangat 
tegas dan setimpal dengan perbuatannya. 
2. Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten maupun provinsi seyogyanya dapat 
memaksimalkan program-program pelestarian hutan melalui sosialisasi 
terhadap masyarakat sehingga bentuk kerusakan hutan termasuk pencurian 
hasil-hasil hutan dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan. 
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